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BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG KREDIT JAMINAN ATAS TANAH 

DAN DASAR HUKUM LELANG

A. Tinjauan Mengenai Kredit dan Jaminan Tanah

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang melakukan jual beli barang secara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai/kontan, tetapi dengan cara mengangsur, selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.  
Secara etimologi perkataan kredit berasal dari kata latin Creditum, yang berarti kepercayaan atau Credo yang berarti saya percaya.
 Dalam bahasa Romawi Credere, artinya percaya, (Belanda: verrouwen, Inggris: believe, trust or confidence)”
. Jadi dasar dari kredit ialah kepercayaan. Dengan demikian, apabila seseorang atau suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit, percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang atau jasa. 

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) disebutkan, bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian itu, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa dalam jangka waktu yang  disepakati bersama, nasabah akan melunasi utang beserta bunganya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditanda-tangani.

Muhammad Djumhana berpendapat :

“Intisari dari kredit adalah “unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mengenai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Dilihat dari pihak bank, unsur yang terpenting adalah mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharap kontra prestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya”.

Gatot Supramono mengatakan : 
“Dalam praktek banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, “karena itu di dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai yang lain dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”
.

Pengertian kredit yang terdapat dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Hasanuddin Rahman, terdapat beberapa unsur dalam kredit yaitu: 

a. adanya kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa apa yang diberikan (prestasi/uang) akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang;

b. adanya waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian kredit dengan saat pengembaliannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;

c. adanya prestasi, yaitu sesuatu yang dihubungkan dengan kredit, maka  yang dimaksud prestasi dalam hal ini adalah uang;

d. adanya resiko, yaitu suatu kerugian yang mungkin terjadi dari pemberian kredit tersebut; 

e. adanya jaminan, yaitu untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, maka harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan suatu jaminan sebagai upaya terakhir debitur cidera janji.

Pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, pihak bank hanya boleh memberikan kredit, jika bank merasa yakin bahwa si penerima kredit (debitur) tersebut mampu mengembalikan kredit yang diterimanya.

Dilihat dari pihak kreditur yang terpenting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur  untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dan kontra prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidaktentuan dan karenanya diperlukan suatu jaminan kredit.

Kasmir mengemukakan bahwa :

“Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank, nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman”.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah akan dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit ditagih atau macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin berasal dari nasabah. Misalnya terjadi penyimpangan dari prosedur pemberian kredit maupun kegagalan usaha dalam pengolahan serta kebijaksanaan perkreditan yang ekspansif. 
Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat dahulu penyebabnya, namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berhutang.

Seorang debitur harus diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal, ain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui. Di dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atas persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditur itu.
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa : 
”Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitur. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur. Seorang kreditur mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru, hal mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif (kwalitatieve persoonlijke recht).

Arti dari para pihak disini adalah orang-orang atau siapa-siapa yang tersangkut dalam perjanjian kredit, dimana pihak yang berhak atas prestasi disebut pihak yang berpiutang atau kreditur, dan pihak yang berkewajiban atas prestasi disebut pihak yang berhutang atau debitur.

Biasanya dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak. Perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral (wederkeerige ovreenkomte), dimana salah satu sebagai pihak yang mendapatkan hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya. 

R. Subekti mengatakan bahwa :

“Sebaliknya pihak-pihak yang lain adalah yang memikul kewajiban-kewajiban serta memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya”.

Disamping perjanjian bilateral ini ada juga perjanjian unilateral dimana pihak-pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebankan dengan kewajiban sebagai kebalikan dari pihak-pihak itu, atau para pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya”
.

Perjanjian kredit termasuk kepada perjanjian bilateral atau perjanjian timbal balik karena terdapatnya dua pihak, yaitu pihak pertama adalah bank sebagai pihak yang memberikan kredit (kreditur) dan pihak kedua adalah nasabah sebagai penerima kredit (debitur). Pihak pertama (bank) dalam hal ini adalah merupakan badan hukum. Dengan kata lain yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian kredit ini adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tidak disebutkan secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur/debitur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Selengkapnya dapat dibandingkan bunyi pasal dalam Undang- Undang Perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan tersebut, yaitu: Bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967: “Bank umum akan memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.”

Bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah : ”Dalam memberikan jaminan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.” 

Bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

”Dalam memberikan jaminan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”
.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, secara tersurat jelas ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalami atas iktikad dari kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur…..” dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut dengan “the five C’s of credit” yang salah satunya adalah collateral (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur. 
Lebih lanjut jaminan atau agunan ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. 

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh kyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan di sini berarti material maupun immaterial. Apalagi jika kita menilik ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. 
Terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya, yaitu:
a. Jaminan yang Bersifat Umum

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hal saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dan kreditur lainnya.

b. Jaminan yang Bersifat Khusus 

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preveren).

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa: 

a. Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut, baik berupa hak kebendaan maupun hak perorangan. Hak kebendaan adalah berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak.  Sedangkan hak perorangan tidak lain adalah penanggungan hutang, yang diatur dalam Pasal 1820, Pasal 1850 KUHPerdata. 

b. Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat diberikan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga yang disebut juga penjamin atau penanggung. Jaminan perorangan atau penanggungan hutang selalu diberikan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Penanggungan mana diberikan, baik dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan debitur yang bersangkutan.

c. Jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut untuk keamanan dari kepentingan kreditur haruslah diadakan dengan suatu perikatan khusus, perikatan mana bersifat dari perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang diadakan antara debitur dan kreditur.

Mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur (bank) atas suatu pemberian kredit, tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.

Keberadaan jaminan kredit (collateral) merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Berarti kredit tersebut macet tanpa ada asset dari nasabah yang dapat menutup kredit yang tidak terbayar. 
Sementara itu, jika ada agunan pihak bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan menanfaatkan jaminan tersebut. Masalah collateral dapat menjadi pelik, jika tidak disikapi dengan seksama. Lebih dari itu, jaminan kredit oleh calon debitur/debitur diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit dari bank, maka  dengan demikian jaminan kredit atau collateral tersebut haruslah:

a. Secured, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

b. Marketable, artinya apabila jaminan tersebut harus, perlu, dan dapat dieksekusi, jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kenyataannya bank-bank saat ini hanya menerima jaminan-jaminan yang secara umum dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan sendiri oleh bank.
2. Jenis-jenis Jaminan

a. Jaminan Perorangan

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. 

Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur, berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ke tiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur, berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur  apabila debitur ingkar janji (wanprestasi). 

Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian, para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja.
Apabila terjadi kepailitan pada debitur maupun penjamin (pihak ketiga), berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertera dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
 Karena tuntutan kreditur terhadap penanggung tidak diberikan suatu priviliege atau kedudukan istimewa di atas tuntutan kreditur lainnya si penanggung, maka jaminan perorangan ini tidak banyak berguna bagi dunia perbankan.

Dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur, tetapi juga pada pihak ketiga yang menjamin. Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa penanggung/bortocht, bank garansi, ataupun jaminan perusahaan.

Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan bahwa : ”penanggung adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan yang berhutang (debitur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berhutang apabila ia tidak memenuhi”.

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Bahkan, saat ini bukan saja jaminan perorangan, melainkan bank sudah sering menerima jaminan serupa yang diberikan oleh perusahaan yang dikenal dengan istilah “Corporate Guarantee”.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyendirian atas objek jaminan dalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. 

Kreditur tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jaminan, bahkan dalam kepailitan debitur ia mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis. Jaminan kebendaan dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut di mana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki droit de preference, droit de suit, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisasi dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut/kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur daripada jaminan perorangan. 

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi), sedangkan barang tidak bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa tanah, bangunan, kapal berukuran 20 m3 (dua puluh meter kubik) ke atas dan lain-lain termasuk mesin-mesin pabrik yang melekat dengan tanah. Pembagian barang bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUH Perdata. 

3. Tinjauan Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah

a. Definisi Hak Tanggungan
Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam bab-bab XIX, XX dan XXI dari Buku II Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata). Hak-hak mana adalah previlege, gadai, dan hepotheek dikatakan secara khusus, karena disamping hak-hak jaminan tersebut masih ada hak-hak jaminan yang lain. Hak-hak jaminan yang lain itu ada yang diatur di dalam maupun di luar KUH Perdata.

Sejak lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka pada tanggal 9 April 1996, lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 51 UUPA. 

Selama ketentuan Undang-Undang belum terbentuk melalui ketentuan Peralihan Pasal 57 UUPA, peraturan tentang Hypotheek, sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata Indonesia dan ketentuan Creditverband, sebagaimana diatur dalam S. 1908 : 542 jo S. 1937 : 190, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala kebendaan dari si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa segala harta kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya.

Bila pada saat utangnya jatuh tempo dan ia lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap krediturnya, maka kekayaan orang itu dapat disita dan dilelang, yang hasilnya kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang kepada krediturnya.

Pasal 1131 KUHPerdata dapat dikatakan merupakan pengertian dari lembaga jaminan yang menerangkan bahwa segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utang-utangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. 

Dalam hal ini yang dimaksud tanggungan adalah segala perikatan dari seseorang seperti yang diuraikan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang diatur dalam Pasal 1139-1149 (Piutang yang diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai), Pasal 1162-1178 (Hipotek), Pasal 1820-1850 (Penanggungan utang), dan akhirnya seperti yang ditetapkan yurisprudensi ialah Fidusia. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.

Dalam pemberian kredit perbankan, barang tidak bergerak atau barang berwujud tanah merupakan agunan yang dinilai paling aman serta mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi. Penerimaan tanah sebagai agunan yang diterima bank tentunya mempunyai tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui penjualan agunan baik secara lelang maupun di bawah tangan, dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi).
Dengan berlakunya UUHT (Undang-Undang Hak tanggungan), kalangan perbankan mengharapkan masalah eksekusi yang dahulu sering timbul pada waktu berlakunya hipotik tidak muncul lagi atau paling tidak dapat dikurangi. Salah satu syarat bagi lembaga jaminan yang ideal, adalah adanya benda jaminan yang mudah dieksekusi, jika debitur wanprestasi atau melaksanakan kewajiban keuangannya kepada kreditur. Hal ini yang mendasari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada dasarnya lembaga atas tanah di Indonesia sejak dulu telah diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seperti yang disebutkan dalam : 

	Pasal 25
	:
	Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan;

	Pasal 33
	:
	Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan;

	Pasal 39
	:
	Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang;

	Pasal 51
	:
	Hak Tanggungan yang dapt dibebankan pada Hak Milik


Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-Undang.
 Hak tanggungan adalah salah satu jenis hak jaminan yang dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitur yang memberikan hak diutamakan kepada seorang kreditur tertentu yaitu pemegang jaminan itu untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (droit de preference) apabila debitur cidera janji. Hak tanggungan hanya menggantikan Hipotik sepanjang menyangkut tanah.

Pemberian Hak Tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan. Rangkaian perbuatan hukum Hak Tanggungan memerlukan beberapa tahap yang diatur dalam pasal 10 UUHT yang menyebutkan :

1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut.

2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 

3) Apabila objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan perjanjian accessoir yang didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian lainnya, yang menimbulkan hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur. 

Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang bentuknya. Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan memberi definisi sebagai berikut : 

“Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.
Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang dimuat di dalam definisi tersebut. Unsur-unsur pokok itu adalah : 

1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang.

2) Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.

3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (Hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

4) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Apabila kita bandingkan definisi Hak Tanggungan tersebut dengan definisi Hypotheek dalam KUH Perdata, hipotik di definisikan sebagai berikut, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. 

Dalam definisi Hipotik tersebut di atas, terdapat unsur-unsur Hipotik sebagai berikut :

1) Hipotik adalah suatu hak kebendaan;
2) Obyek Hipotik adalah benda-benda tak bergerak dan 
3) Untuk pelunasan suatu perikatan.

Membandingkan definisi Hak Tanggungan dengan definisi Hipotik, ternyata pembuat Undang-undang dari UUHT lebih baik memuat rumusan definisi Hak Tanggungan dari pada membuat Undang-undang KUHPerdata dalam membuat rumusan definisi Hipotik. 

Dalam rumusan definisi Hipotik banyak unsur-unsur dari Hipotik yang belum dimasukkan, sehingga definisi tersebut masih sangat jauh untuk memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan Hipotik. Sekalipun rumusan definisi Hak Tanggungan lebih baik dari pada rumusan definisi Hipotik dalam KUH Perdata, tetapi belum semua unsur-unsur yang berkaitan dengan dengan Hak Tanggungan telah dimasukan dalam rumusan definisinya. Misalnya dalam rumusan definisi Hak Tanggungan itu belum dimasukkan bahwa Hak Tanggungan adalah suatu hak kebendaan.

Pemberian Hak Tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan Sertifikat Hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Rangkaian perbuatan hukum Hak tanggungan memerlukan beberapa tahap yang diatur dalam Pasal 10 UUHT yang menyebutkan :

1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakanbagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut.

2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Apabila objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersama dengan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 

Hak Tanggungan inilah yang memberikan kepastian kepada kreditur mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan atas tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan itu bila debitur ingkar janji atau wanprestatie, sekalipun tanah atau hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan itu dijual oleh pemiliknya (pemberi Hak Tanggungan) kepada pihak ketiga.
b. Ciri-Ciri dan Sifat Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dikemukakan bahwa sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 
:

1) Droit de preferent artinya memberikan kedudukan atau mendahului kepada pemegangnya, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat 1. Maksud dari kedudukan diutamakan atau mendahului adalah bahwa jika cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain.

2) Droit de suite artinya selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada, yang diatur dalam Pasal 7 UUHT. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan.

3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi. Bagi debitur yang cidera maka dapat dilakukan lelang obyek yang dijadikan jaminan yang disebut parate eksekusi, yang diatur dalam Pasal 224 HIR.

Sifat dari Hak Tanggungan adalah accessoir dari perjanjian pokok, artinya bahwa perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Perjanjian pokok bagi perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dapat dijamin.
c. Objek dan Subjek Hak Tanggungan

Pada dasarnya obyek Hak Tanggungan adalah tanah sesuai dengan asas pemisahan horizontal yang berlaku dalam asas hukum tanah nasional maka dimungkinkan pemilik hak atas tanah berbeda dengan pemilik bangunan atau benda-benda lainnya yang berada di atas tanah.

Untuk membebani Hak Jaminan atas tanah dengan objek Hak Tanggungan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Dapat dinilai dengan uang, maksudnya bahwa obyek Hak Tanggungan dapat dijual dan dilelang jika debitur wanprestasi. 

2) Menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan yang diberikan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebani, sehingga orang dapat mengetahuinya (asas publisitas).

3) Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, sehingga apabila dapat segera direalisasikan untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya

4) Perlu ditunjuk oleh undang-undang sebagai hak yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam Pasal 4 UUHT telah menentukan hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan, meliputi :

1) Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960. 

2) Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku dan wajib didaftar menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Dalam perjanjian subjek hak tanggungan antara lain :

1) Pemberi Hak Tanggungan

Menurut Pasal 8 ayat (1) UUHT, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan, pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarkan Hak Tanggungan, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan harus ada pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan.
2) Penerima Hak Tanggungan

Dalam Pasal 9 UUHT, pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, tanah tetap dalam penguasaan Pemberi Hak Tanggungan. Dalam hal ini pemegang Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh WNI, WNA, Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing.

d. Pengertian Hak Tanggungan Atas Tanah

Lembaga Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang termasuk salah satu jenis hak perseorangan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Eksistensi Hak Tanggungan selalu diperjanjikan dan mengkuti (accesoir) perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit tidak akan ada Hak Tanggungan. 
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dirumuskan pengertian Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak tanggungan sebagai berikut: 
“Hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada  kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Singkatnya yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan utama kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan terlihat bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud memberikan rumusan tentang Hak Tanggungan pada umumnya, akan tetapi membatasi dengan memberikan perumusan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah saja. Rumusan tersebut memberikan kesempatan jika suatu saat ada pengaturan mengenai Hak Tanggungan atas benda lain. 
Dengan demikian perumusan Pasal 1 butir 1 ini bukan merupakan rumusan umum Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah saja.

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan pada dasarnya Hak Tanggungan mencakup empat hal yaitu :
1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah.

2) Tujuan kreditur menguasai tanah kepunyaan pihak lain secara juridis saja semata-mata hanya sebagai jaminan pelunasan utang.

3) Dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

4) Untuk pelunasan utang tertentu.

5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain (kreditur biasa) dalam memperoleh pelunasan piutangnya.

e. Sifat Hak Tanggungan Atas Tanah
Hak Tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah yang kuat mempunyai sifat sebagai berikut:

1) Hak Tanggungan lebih kuat daripada jaminan pelunasan hutang yang bersifat umum (Pasal 1131 juncto Pasal 1132 KUH Perdata).

2) Kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah kreditur yang preferen. Kedudukannya lebih diutamakan daripada kreditur-kreditur lainnya (kreditur Konkuren). Sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dapat diperjanjikan memperoleh hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan dan hasilnya untuk melunasi hutangnya (Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) Huruf E UU Hak Tanggungan).

3) Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun objek tersebut berada (Pasal 7 UU Hak Tanggungan).

4) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1) UU Hak Tanggungan) kecuali jika diperjanjikan roya partial oleh kreditur dan debitur (Pasal 2 ayat (2) UU Hak Tanggungan).

5) Peringkat Hak Tanggungan yaitu Peringkat yang diberikan terhadap objek Hak Tanggungan dan objek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan (Pasal 5 UU Hak Tanggungan). 

6) Hak Tanggungan hanya dapat diberikan oleh yang berwenang atau yang berwenang atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) UU Hak Tanggungan). Sekurang-kurangnya kewenangan pemegang hak atas tanah tersebut harus sudah ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilaksanakan (Pasal 8 ayat (2) UU Hak Tanggungan).

7) Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum kepada kreditur baru apabila perjanjian kreditnya dipindahkan kepada kreditur lain berdasarkan cessie atau subrograsi atau karena sebab lain yaitu karena penggabungan atau peleburan PT atau Koperasi) Pasal 16 UU Hak Tanggungan).
8) Mudah dan pasti eksekusinya: 

a) Kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan kuasa penuh mempunyai kewenangan untuk menjual sendiri objek Hak Tanggungan (Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) Huruf e UU Hak Tanggungan).

b) Melaksanakan parate eksekusi (Pasal 14 juncto Pasal 26 UU Hak Tanggungan).

c) Menjual objek Hak Tanggungan di bawah tangan dengan tujuan akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan).

9) Pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut UU Hak Tanggungan apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Karena objek Hak Tanggungan tidak termasuk harta pailit sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 230 UU Kepailitan.

f. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Hak tanggungan yang diatur dalam UUHT pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada Hak atas tanah. Hak Tanggungan ini lahir melalui tata cara pembebanan yang meliputi proses kegiatan, yaitu :

1) Tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan perjanjian Hutang Piutang yang dijamin.

2) Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan
. Tahap pemberian Hak Tanggungan, mengacu pada ketentuan Pasal 10 UUHT yang menetapkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menyebabkan hutang tersebut. 

Pemberian Hak Tanggungan ini dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMA/Ketua BPN NO.3/1997).

Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, PPAT diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan setempat tentang kesesuaian Sertifikat hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan jaminan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan serta PPAT wajib menolak pembuatan APHT yang bersangkutan jika ternyata sertifikat yang diserahkan adalah palsu atau tidak sesuai lagi dengan data yang ada di Kantor Pertanahan. 
Selanjutnya APHT yang dibuat oleh PPAT yang dihadiri oleh pemberi dan penerima Hak Tanggungan dan dua orang saksi, APHT dibuat rangkap dua semuanya asli, ditanda tangani oleh pemberi Hak tanggungan dan kreditur penerima Hak Tanggungan serta dua orang saksi dan PPAT, dimana lembar pertama disimpan oleh PPAT, sedangkan lembar kedua dan satu lembar salinannya yang sudah diparaf oleh PPAT diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertifikat Hak tanggungan. Penyampaian APHT dan warkah lain wajib dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah APHT ditanda tangani sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, namun keterlambatan pengiriman berkas tersebut, misalnya Hak Tanggungan tersebut tidak dapat didaftar karena tanah tersebut telah kedahuluan terkena sita jaminan. 

Dalam rangka mengadakan unifikasi hukum tanah nasional UUPA menyediakan lembaga hak jaminan atas tanah yang disebut Hak Tanggungan. Hak Tanggungan ini menggantikan lembaga hipotik dan creditverband yang merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang lama. Sehubungan dengan itu sejak berlakunya UUPA, Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah yang ketentuannya diatur dalam hukum tertulis.

Pasal 51 UUPA menyatakan bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan  diatur dalam undang-undang ini. Ini berarti bahwa pasal tersebut memerintahkan adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai Hak Tanggungan. Akan tetapi pada saat itu belum dapat diterbitkan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur Hak Tanggungan. 
Pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa selama undang-undang mengenai Hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Creditverband tersebt dalam S 1908 No.542 jo S 1937 No.190. 

Tata cara pembebanan Hipotik masih dilakukan menurut ketentuan Overschrijvings Ordonantie 1894.
 Pasal tersebut masih berlaku tidak berarti bahwa Hipotik sebagai lembaga jaminan atas tanah juga masih ada. Dalam rangka unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah, Hipotik sebagai lembaga hak jaminan atas tanah sebagaimana halnya creditverband yang diatur dalam S.1908-542 sejak tanggal 24 September 1960 sudah tidak ada lagi, karena sudah diganti dengan Hak Tanggungan, sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang baru.
Pasal hipotik tersebut yang tidak ikut dicabut karena: 

1) Hipotik sebagai lembaga hak jaminan masih tetap ada untuk benda bukan tanah, yaitu untuk kapal-kapal dengan isi bruto sekurang-kurangnya 20 meter kubik, seperti yang diatur dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2) Masih diperlukan untuk mengoperasikan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah yang baru melengkapi ketentuan-ketentuan sendiri sebelum undang-undang mengenai Hak Tanggungan terbentuk.

Sejak tanggal 9 April 1996 telah diberlakukan UUHT yang secara khusus mengatur Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat. Lahirnya UUHT ini merupakan peristiwa yang penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah berhasil menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum di bidang hak jaminan atas tanah. Sehingga pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga tuntaslah sudah unifikasi hukum tanah nasional.

Unifikasi dibidang hukumnya dilakukan dengan menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentuan mengenai creditverband dan ketentuan-ketentuan hipotik, selain itu menyatakan berlakunya UUHT adalah satu-satunya jaminan hak atas tanah. Oleh karena itu lembaga fiducia tidak lagi berfungsi sebagai hak jaminan atas tanah, sebab Fiducia hanya berlaku bagi lembaga jaminan kredit untuk benda-benda bergerak saja.
4. Tata Cara Pembebanan Hak Tanggungan

Tata cara melakukan pembebanan Hak Tanggungan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan Yang Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang didahului dengan Perjanjian Utang Piutang Yang Dijamin
Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa awal dari tahap pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji akan memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam perjanjian utang piutang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. 
Sesuai dengan sifat accesoir dari Hak Tanggungan maka pemberian Hak Tanggungan harus merupakan ikutan dari perjanjian utang pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewasa atau yang berada di bawah pengampuan,yang diikuti dengan pemberian Hak Tanggungan oleh pengelola.
Pada waktu pemberian Hak Tanggungan maka calon pemberi Hak Tanggungan dan calon penerima Hak Tanggungan harus hadir di hadapan PPAT.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UUHT pemberi Hak Tanggungan adalah :

1) Perseorangan, atau

2) Badan Hukum

Baik perorangan ataupun badan hukum harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan tersebut harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan (Pasal 8 ayat (2)). Sedangkan pemegang Hak Tanggungan adalah: 

1) Perseorangan

2) Badan Hukum, yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (Pasal 9). 

Sebelum dilaksanakan pemberian Hak Tanggungan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib diperjanjikan terlebih dahulu oleh kreditur dan debitur untuk menjamin pinjaman atas kredit tertentu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. 
Bentuk perjanjian kredit itu dapat tertulis, di bawah tangan yang merupakan perjanjian baku atau dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan ditandatangani oleh kreditur dan debiturnya. 

Pada dasarnya pemberi Hak Tanggungan dan kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan wajib hadir di kantor PPAT
 yang berwenang membuat APHT menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan daerah kerjanya. Apabila benar-benar diperlukan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, diperkenankan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Hal ini karena hadirnya pemberi Hak Tanggungan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pihak yang mempunyai objek Hak Tanggungan, hanya jika dalam keadaan tertentu calon pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri maka diperkenankan untuk menguasakannya kepada pihak lain. Pemberi kuasa ini sifatnya wajib jika calon pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT dengan akta otentik yang disebut dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Pemberian APHT dilakukan dihadapan PPAT yang mempunyai wilayah kerja dimana tanah yang dijadikan jaminan berada. Akta tersebut secara resmi disebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Tahap pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji akan memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan dalam perjanjian utang piutang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. 
Sesuai dengan sifat accesoir dari hak tanggungan mana pemberian Hak Tanggungan harus merupakan ikutan dari perjanjian utang pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewasa atau yang berada di bawah pengampunya, yang diikuti dengan pemberian Hak Tanggungan oleh pihak pengelola. 

Bentuk dan isi APHT telah ditentukan, dalam kaitan ini perlu diperhatikan muatan wajib APHT, hal ini dalam rangka memenuhi asas spesialitas berdasarkan Pasal 11 ayat (1) bahwa dalam hal APHT wajib mencantumkan: 

1) Nama dan identitas pemberi dan penerima Hak Tanggungan 

2) Domisili pihak-pihak pemberi dan penerima Hak Tanggungan dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, dan dalam hal domisili tidak dicantumkan di Indonesia, kantor PPAT tempat pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih. 

3) Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan.

4) Nilai tanggungan.

5) Uraian secara jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji yang diberikan oleh kedua belah pihak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2). Berbeda dengan yang disebut dalam ayat (1) yang merupakan muatan wajib APHT, muatan ayat (2) berupa janji-janji yang sifatnya fakultatif, artinya dapat diperjanjikan atau tidak diperjanjikan oleh para pihak tergantung kesepakatan para pihak. 
Dengan dicantumkannya janji-janji tersebut dalam APHT, yang kemudian diikuti dengan pendaftaran Hak Tanggungan di kantor pertanahan, maka terpenuhilah asas publisitas dengan demikian janji-janji tersebut mempunyai kedudukan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Menurut Pasal 12 UUHT, dilarang melakukan janji dalam hal memberi kewenangan kepada kreditur untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji. Maksud larangan ini untuk melindungi debitur dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai objek Hak Tanggungan melebihi besarnya hutang yang dijamin atau kemungkinan juga objek Hak Tanggungan berada pada tempat yang strategis dan mempunyai prospek baik. Meskipun demikian tidak dilarang bagi kreditur untuk menjadi pembeli objek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20 UUHT.

b. Tahap Pendaftaran Yang Dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Setempat
.
APHT dibuat rangkat 2 (dua) yang semuanya ditandatangani oleh pemberi Hak Tanggungan dan penerima Hak Tanggungan, para saksi serta PPAT. Satu lembar disimpan di Kantor PPAT, lembar lainnya disampaikan kepada kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan.

Syarat publisitas dipenuhi dengan didaftarkannya Hak Tanggungan yang bersangkutan di Kantor Pertanahan. Pendaftaran tersebut wajib dilaksanakan (Pasal 13 ayat (1)), karena pendaftaran akan menentukan saat lahirnya Hak Tanggungan yang bersangkutan. Apabila APHT dan warkah lainnya diterima oleh Kantor Pertanahan, maka proses pendaftaran dilakukan dengan dibuatnya buku tanah untuk Hak Tanggungan yang didaftar dan dicatat adanya Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Hak Tanggungan lahir pada saat dibuatnya buku tanah. Hal ini berarti sejak hari dan tanggal tersebut kreditur resmi menjadi pemegang Hak Tanggungan dengan kedudukan istimewa (droit de preference) dengan kata lain krediturlah yang berhak atas objek Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan yang dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan dan tertulisnya nama Kreditur dalam Sertifikat tanah yang bersangkutan sebagai pemegang Hak Tanggungan.
5. Sertifikat Hak Tanggungan

Kantor Pertanahan menerbitkan surat tanda bukti yang disebut Sertifikat sebagai bukti adanya Hak Tanggungan. Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 disebutkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan terdiri atas salinan buku tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT yang bersangkutan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen yang bentuknya ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut.

Sebagai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Sertifikat Hak Tanggungan diberi irah-irah dengan membubuhkan pada sampulnya kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 14 ayat (2) dan (3)). Sertifikat Hak Tanggungan dengan pencantuman irah-irah tersebut pada Hak Tanggungan, maka untuk itu dapat dipergunakan lembaga Parate Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan 258 Rbg.

6. Hapusnya dan Pencoretan Hak Tanggungan

Dalam Pasal 18 UUHT disebutkan beberapa hal yang menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan yaitu:

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Hapusnya Hak Tanggungan, karena dilepaskan oleh pemegang Hak Tanggungan dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis oleh pemegang Hak Tanggungan tersebut kepada pemberi Hak Tanggungan. Sedangkan hapusnya Hak Tanggungan, karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan peringkat Ketua Pengadilan Negeri, terjadi karena adanya permohonan dari pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut.

Selanjutnya hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan itu hapus, yaitu:

a. Jangka waktunya berakhir, kecuali hak atas tasnah yang dijadikan obyek Hak Tanggungan diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktunya;
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena suatu syarat batal;
c. Dicabut untuk kepentingan umum;
d. Dilepaskan dengan suka rela oleh pemilik hak atas tanah;
e. Tanahnya musnah.

Setelah Hak Tanggungan hapus, berdasarkan Pasal 22 UUHT, Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan Sertifikatnya. Sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Apabila Sertifikat Hak Tanggungan tersebut karena sesuatu tidak dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, maka hal tersebut dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan.

7. Eksekusi Hak Tanggungan

Pasal 20 dan 21 UUHT merupakan ketentuan yang mengatur eksekusi Hak Tanggungan. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUHT ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan kreditur terhadap obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, yaitu:
a. Melaksanakan parate eksekusi (parate executie)
b. Berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (2) UUHT) dijual melalui pelelangan umum.

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi.

Mengenai Pasal 26 UUHT serta dengan memperhatikan Pasal 14 UUHT, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya UUHT, berlaku juga terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Dalam penjelasan Pasal 26 UUHT peraturan yang digunakan dalam hal eksekusi yakni Pasal 224 HIR/258 RBg.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Rachmadi Usman, “kurang tepat kalau eksekusi pasal 224 HIR seperti yang dikatakan dalam penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan disebut sebagai parate executie. Sebetulnya eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR itu eksekusi yang didasarkan pada title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan”.

Parate eksekusi merupakan pelaksanaan eksekusi melalui proses pengadilan. Jika debitur cidera janji, kreditur berhak atas pelunasan piutangnya melalui eksekusi dan umumnya eksekusi dilaksanakan melalui pelelangan umum. 

Pasal 20 ayat (2) UUHT memberikan pengecualian dari ketentuan ayat (1) tersebut, dengan adanya kebebasan pemegang dan pemberi Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara mereka, dengan tujuan untuk memperoleh harga yang tinggi, dan menguntungkan semua pihak. Sedangkan jika melalui pelelangan umum akan sulit mencapai harga yang sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut A.P.Parlindungan, “hal ini juga untuk mengantisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan negatif dengan lelang umum, bisa saja harganya lebih rendah dan sebagainya dan di sebagian wilayah Indonesia ada keengganan untuk membeli benda-benda melalui lelang, karena tidak ada ijab Kabul dalam jual beli yang demikian”.
Pelaksanaan penjualan sendiri obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) hanya dapat dilakukan:

a. apabila disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

b. setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak- pihak yang berkepentingan.

c. diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat yang jangkauannya meliputi tempat letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

d. tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUHT, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) tersebut batal demi hukum. 

Pasal 20 ayat (5) UUHT, memberikan cara dalam menghindari pelelangan obyek Hak Tanggungan yakni dengan melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu serta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan dapat dilakukan sebelum sampat saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan.

Dalam hal pemberi Hak Tanggungan jatuh pailit, UUHT menguatkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan. Pasal 21 UUHT menegaskan apabila pemberi Hak Tanggungan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT.
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